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SINOPSIS

Suatu sejarah baru  dalam dunia politik Indonesia  berkenaan dengan
suksesnya pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi, Pemilihan Kepala Daerah
Tingkat Kabupaten dan Kota secara langsung oleh Rakyat  pada tahun 2005.
Pilkada ini memang sangat berbeda karena dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga
yang independen dan mandiri  yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga
yang baru mempunyai peran yang sangat berat, dalam pelaksanaan Pilkada Tahun
2005 dapat menentukan arah Politik Indonesia. Berdasarkan latar belakang
tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana “Kapasitas Komisioner
Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komunikasi  Politik Dan Sengketa dalam
pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Sorong Selatan?”

Dengan menggunakan  Metode penelitian deskriptif kualitatif lokasi
diKabupate Sorong Selatan Provinsi Papua Barat yang bertujuan mendeskripsikan
apa-apa yang saat ini sedang berlangsung dengan mengambil narasumber para
pelaku yang berperan dalam pelaksanaan pilkada. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan  metode wawancara, metode pengamatan, observasi, dan
metode dokumentasi. Untuk narasumber yang diambil sebanyak  8 orang  yang
terdiri dari Ketua KPU, Anggota KPU, Devisi Program dan Data, Anggota KPUD
Devisi  Hukum, Anggota KPUD Devisi Keuangan dan Logistik, Anggota KPUD
Devisi Teknis Pemilu dan partisipasi Masyarakat, Ketua Tim Sukses calon Bupati
yang kalah , dan Wartawan.

Berdasarkan hasil penelitian di Komisi Pemiliha Umum  Kabupaten
Sorong Selatan, dapat diukur kapasitas Komisioner  Komisi Pemilihan Umum
Daerah, Komunikasi Politik dan Sengketa dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun
2015 diKabupaten Sorong Selatan yaitu sebagai lembaga KPU yang berdiri
secara independen, mandiri  harus bekerja secara transparan. Namun Kapasitas
KPUD Kabupaten Sorong Selatan tidak memiliki kemampuan yang baik secara
regulative, implementatif, dan administratif Kapasitas Regulatif dilihat dari
kemampaun anggota KPUD Kabupaten Sorong tidak memahami tentang Undang-
undang Pilkada dan peraturan KPU Kapaitas Imlementatif dilihat dari kemampuan
anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan  tidak memiliki kemampuan dalam
implementasi tahapan program dan jadwal dalam Pilkada. Komunikasi Politik
anggota KPUD Kabupaten Sorong Selatan dalam pemilihan Kepla Daerah KPUD
tidak dapat melakukan Sosialisasi ke seluruh Wilayah yang berada di Kabupaten
Sorong Selatan KPUD tidak melukan pembekalan kepada Panitia pengawas
distrik dan Kelompok Penyelengara Pengumutan suara KPPS KPUD tidak
mampu dalam menjalin komunikasi dengan pelaku-pelaku politik diantaranya
Partai Politik, tim sukses Kandidat Kepala Daerah, dan peserta pemilih.

Sengketa dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sorong selatan
anggota KPUD dapat  melakukan manipulasi suara  dan manipulasi data
penduduk  yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap/DPT, dan sistem yang
tertsruktur massif, dan politik uang yang dilakukan oleh Komisioner KPUD untuk
memenagkan calon tertentu. Komisioner KPUD tidak bekerja secara independen
bahkan mereka bekerja berpihak kepada salah satu kandidat calon bupati.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah

Demokratisasi di negara barat sering digambarkan berlangsung secara

gradual dan akomodatif. Namun pengalaman empirik menunjukkan bahwa

proses itu umumnya berlangsung dalam suasana mobilisasi dan ketidak

sabaran yang kadang penuh kekerasan. Demikian pula demokratisasi yang

berlangsung di Indonesia, tidak jauh berbeda. Hal tersebut nyaris sama dengan

gambaran Samuel Huntintong (1991; 57) bahwa demokrasi itu tidak pernah

berkembang atau tumbuh linier (lurus) dan bersifat pasti, namun demokrasi

merupakan serangkaian gelombang yang maju, mundur, lalu bergulung-

gulung kemudian memuncak lagi. Di negara kita barang kali nasib demokrasi

sejak tahun 1945 sampai sekarang juga seperti itu, untuk diprediksi.

Demokrasi merupakan dasar dari pelaksanaan pemilihan atau yang

bisa akrab disebutan pemilu. Bagi Pemilihan umum adalah kondisi yang

diperlukan bagi demokrasi. Tetapi pemilihan umum saja tidak menjamin

demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu.(Aurel

Criossant, 1994; 47)

Sejak munculnya demokrasi dengan model Pemilihan Umum menjadi

acuan bahwa merekrut pemimipin ataupun wakil rakyat harus melalui sistem

Pemilihan Umum sehingga bisa membuat suatu kebijakan publik yang
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autentik. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana

bagi terwujudnya demokrasi.

Indonesia sejak gelombang reformasi melanda bangsa Indonesia, maka

terjdi desakan hebat akan perubahan dalam sistem politik Indonesia pasca

Orde Baru salah satu desakkan hebat akan perubahan tersebut adalah

dilaksanakan pemilu yang bukan hanya bersifat LUBER (Langsung, Umum,

Bebas, Rahasia), tetapi harus bersifat JURDIL (jujur dan adil), karena di

tengah euphoria politik dengan terbukanya ruang kebebasan, pemilihan umum

dianggap sebagai alternatif solusi yang terbaik dalam rangka menjaga lajunya

reformasi agar tetap konsisten dan kontinue.

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan luber dan jurdil maka

rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintah dengan jalan damai

tanpa merusak tantanan dan aturan main yang menjadi konsesus bersama

dengan demikian pemilu merupakan sebuah instrumen bagi perubahan sistem

politik dan pembentukan pemerintah yang baru secara demokratis, karena

untuk menuju perubahan seperti itu, pemilu merupakan suatu tindakan yang

paling arif dibandingkan cara-cara tindakan kekerasan masal yang lebih

mengedapkan radikalisme.

Oleh karena itu menurut Ramlan Surbakti, tujuan pemilu ada tiga

macam yaitu pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin

pemerintah dan alternative kebijakan umum. Kedua pemilu juga dapat dikatan

sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat

kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang
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memenangkan kursi sehingga intergrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga

pemilu merupakan sarana mobilisasikan atau mengalangkan dukungan rakyat

terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses

politik.(Surbakti; Toni dkk, 2006 Nuansa 308-309)

Kenyataan yang dihadapi pada negara Indonesia saat ini proses

komunikasi politik sangat sulit untuk dijalankan secara baik. Pada hal

komunikasi politik sangat berperan penting dalam berbagai kehidupan politik

apalagi bagi negara yang sedang meningkatkan proses demokrasi. Di

Indonesia proses demokrasi dapat dijalankan dalam berbagai cara dan wadah

yang berbeda-beda salah satunya adalah di dalam sistem politik yang

merupakan wadah penting yang dapat dijadikan sebagai alat proses

berjalannya demokrasi melalui peningkatan peran komunikasi politiknya.

Menurut Gregorius Sahdan (2008: 14-15), untuk mengukur kapasitas

KPUD dan Bawaslu Daerah sebagai penyelenggara, dapat dilakukan dengan

menggunakan tiga kuadran utama yaitu, (1) kapasitas regulative; (2)

implementatif dan (3) administratif.

Kapasitas regulative dilihat dari kemampuan anggota KPUD dan

Bawaslu Daerah dalam menerjemahkan dan dalam memahami undang-undang

dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pemilukada. Kesalahan dan

kekeliruan dalam menerjemahkan dan memahami regulasi, menimbulkan

akibat yang sangat fatal, tidak hanya bagi KPUD maupun Bawaslu Daerah,

tetapi terhadap seluruh komponen Pemilukada seperti partai politik, kandidat

kepala daerah, pemilih/massa.
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Kapasitas implementatif, diukur dengan melihat sejauhmana

kemampuan KPUD dalam menjalankan Pilkada serta Bawaslu Daerah dalam

melakukan pengawasan, mulai dari masa persiapan dan penetapan pemilih,

sampai dengan masa pelantikan calon terpilih. Termasuk dalam kapasitas

implementasi adalah bagaimana KPUD mendistribusikan logistik Pemilukada

secara cepat, akurat dan sesuai dengan waktu yang butuhkan.

Kapasitas administratif diukur dari kemampuan KPUD dalam

memutakhirkan data pemilih, mengecek akurasi data kandidat kepala daerah,

dan dalam menghitung perolehan suara dari masing-masing kandidat kepala

daerah dalam Pemilukada. Di lain pihak Bawaslu Daerah dalam kapasitas

administratif diukur dari kemampuannya melakukan pengawasan dalam

pemutahiran data pemilih, pengawasan atas akurasi data kandidat kepala

daerah, dan pengawasan dalam pemungutan suara sampai dengan penetapan

hasil penghitungan suara masing-masing kandidat kepala daerah.

Sementara menurut Bambang Purwoko (2005: 10) menjelaskan bahwa:

“Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya
peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan
publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan
hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan
pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.

UU nomor 1 tahun 2015 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan

pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota. Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi,

sedangkan Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 berbagai
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persoalan muncul, hingga akhirnya hanya 264 daerah yang menggelar

pemungutan suara bersamaan tanggal 9 Desember.

Pasal 158 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada

serentak menyebutkan bahwa peserta Pilkada 2015 dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara jika terdapat

perbedaan suara mulai 0,5% hingga 2% dari jumlah penduduk di wilayah

tertentu.

KPU termasuk KPUD Kabupaten Sorong Selatan harus memiliki

netralitas, kapasitas, dan akuntabilitas KPU. KPUD Sorong Selatan dalam

Pemilukada 2015 digugat oleh tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Dortheis Sesa, S.Sos. dan Wakil Bupati Lukman Kasopi, S.Sos. hingga

menyebabkan pasangan tersebut dan para pendukungnya mengajukan gugatan

ke Mahkamah Konstitusi (MK) meraka merasa bahwa perhitungan suara

dalam pleno penetapan pemenang pasangan Bupati atas nama Samsudin

Anggeluli, S.E. dan Wakil Bupati Drs. Martinus Salamuk yang dilakukan oleh

KPU Sorong, selatan dalam berita acara mereka merasa bahwa KPUD Sorong

selatan tidak bekerja secara independen, KPUD bermasalah. Dalam pilkada

Sorong Selatan 2015 KPUD lemah dalam komunikasi politik kepada publik

Sorong Selatan, KPUD sebagai lembaga yang lahir secara independen harus

mampu menyelengarakan pilkada berjalan secara baik tetapi indikasi kapasitas

komunikasi Politik KPU pada pemilu lemah, sehingga menyebabkan

pemilihan kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan 2015 digugat oleh

pasangan yang merasa dirugikan.
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Demokrasi lokal yang diharapkan tumbuh dan berkembang sesuai

dengan prinsip demokrasi, melalui pilkada Sorong Selatan 2015,dalam

komunikasi politik KPU, kepada publik lemah. Relevansi kajian ini KPU

Sorong Selatan dalam pilkada, kurangnya komunikasi politik. Demokrasi

lokal yang diharapkan tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan dalam pilkada

yang diselenggarakan selama 3 bulan ini, untuk menentukan pemimpin yang

bekerja selama 5 tahun, diharapkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat

Sorong Selatan demi kepentingan bersama sesuai harapan masyarakat.

Penelitian tentang Kapsitas Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Daerah, komunikasai politik dan Sengketa dalam pemilihan kepala daerah,

Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan kapasitas KPUD dan komunikasi

politik menyebabkan terjadinya sengketa hasil pilkada Kabupaten Sorong

Selatan 2015. Kenyatannya bahwa komunikasi politik KPUD Sorong Selatan

kurang efektif, sehingga menyebabkan seluruh tahapan pemilukada Kabupaten

Sorong Selatan 2015 muncul masalah yaitu. Keputusan KPUD yang

menetapkan kemenengan pasangan Bupati Samsudin Anggiluli SE, dan Wakil

Bupati Drs. Martinus Salamuk digugat. Pihak yang kalah melakukan gugatan

ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menarik perhatian peneliti dan secara

rinci persoalan penelitian tertuang dalam rumusan masalah ini.
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